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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji risiko keselamatan yang umum dihadapi dalam operasi konstruksi, termasuk
bekerja di ketinggian, bawah tanah, ruang terbatas, serta dekat dengan material berbahaya dan situasi yang
melibatkan kebisingan, debu, penggunaan peralatan, dan kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sistem upah pada perusahaan konstruksi di lokasi dengan risiko keselamatan yang bervariasi. Menggunakan
metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen,
untuk mengeksplorasi bagaimana CV Adicitra Karya menerapkan sistem upah. Ditemukan bahwa perusahaan
menggunakan dua metode utama: pembayaran berbasis waktu, dimana pekerja dibayar tarif tetap per satuan waktu
tanpa mempertimbangkan output, dan pembayaran berdasarkan satuan, yang menggantungkan kompensasi pada
jumlah pekerjaan yang selesai. Hasil menunjukkan bahwa pilihan metode pembayaran tidak terpengaruh secara
signifikan oleh tingkat risiko di lokasi konstruksi, memberikan wawasan tentang praktik pengupahan di industri
konstruksi dan bagaimana risiko keselamatan diintegrasikan ke dalam struktur upah

Kata kunci: konstruksi, perusahaan, risiko keselamatan, sistem, upah
ABSTRACT

This research examines safety risks commonly encountered in construction operations, including working at heights,
underground, confined spaces, and close to hazardous materials and situations involving noise, dust, use of equipment, and
fire. This research aims to analyze the wage system in construction companies at locations with varying safety risks. This
research uses qualitative methods to collect data through interviews, observations, and document examination to explore how
CV Adicitra Karya implements a wage system. It found that companies used two main methods: time-based pay, where
workers are paid a fixed rate per unit of time without considering output, and piece-based pay, which hinges on the work
completed. The results show that the choice of payment method is not significantly affected by the level of risk on the
construction site, providing insight into wage practices in the construction industry and how safety risks are integrated into
the wage structure.

Keywords: construction, enterprise, safety risk, system, wage

Pendahuluan

Industri konstruksi adalah profesi yang indah. Hal ini memungkinkan untuk melihat dan menunjukkan
hasil kerja individu dan seluruh tim bahkan setelah beberapa dekade, yang tidak umum di setiap industri. Justru
pandangan tentang pekerjaan kompleks inilah yang memungkinkan untuk memotivasi karyawan dengan berbagai
cara untuk mencapai rencana bisnis. Instrumen insentif telah berkembang dengan cara yang sama seperti
perkembangan teknis dan teknologi dalam industri konstruksi. Secara khusus, bagaimanapun, mereka beradaptasi
dan memodifikasi sesuai dengan perubahan yang dibawa oleh pergeseran perilaku dan sikap masyarakat terhadap
pekerjaan konstruksi. Namun demikian, jelas bahwa instrumen insentif upah klasik juga akan menarik bagi
generasi ini. Untuk memberikan upah kepada karyawan adalah bagian sehari-hari dari pekerjaan majikan. Proses
ini diperumit oleh harapan yang berbeda dan sering bertentangan dari majikan dan karyawan mereka. Di satu sisi,
upah adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga mereka, tetapi di sisi lain, mereka adalah
item biaya yang signifikan bagi pimpinan. Pada saat yang sama, mereka adalah instrumen stimulasi material
karyawan untuk mencapai rencana bisnis pimpinan[1].

Indonesia menerapkan beberapa sistem pengupahan. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu[2]. Sistem pengupahan
yang diterapkan di Indonesia adalah sistem upah berbasis waktu, sistem upah per satuan, sistem sesuai dengan
satu unit hasil, dan sistem upah premium. Selain sistem yang disebutkan sebelumnya, ada sistem upah yang dapat
merangsang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem ini adalah sistem bonus. Sistem upah berbasis
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waktu adalah sistem upah yang didasarkan pada lamanya seseorang bekerja. Berdasarkan sistem upah ini,
karyawan dapat memanfaatkan sebagian besar waktu yang dialokasikan untuk melakukan pekerjaan. Namun,
sistem ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dalam sistem ini adalah karyawan tidak terlalu memperhatikan
kualitas pekerjaan, termasuk tidak memperhatikan keterlambatan kerusakan material atau peralatan[3].

Sistem kedua adalah sistem piece rate. Jumlah upah yang diterima dalam sistem grosir ini ditentukan
oleh jumlah barang yang diproduksi oleh seorang karyawan. Untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan, ketentuan
barang yang dihasilkan dari pekerjaan ditentukan terlebih dahulu dan disepakati, meliputi kondisi dan persyaratan
pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan cara kerja. Sistem ketiga adalah sistem upah menurut satu ukuran hasil.
Di bawah sistem ini upah ditetapkan untuk kesatuan yang dihasilkan oleh pekerja bukan karena lamanya waktu
bekerja. Sistem ini tidak diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaan yang tidak memiliki standar fisik,
seperti tenaga administrasi[4]. Sistem upah premi. Dalam sistem ini, pemberi kerja memberikan upah tambahan
atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Sistem upah karyawan tidak hanya mencakup tata cara
pembayaran upah kepada karyawan, tetapi juga mencakup tata cara pembuatan daftar upah, tata cara pencatatan
kehadiran dan waktu kerja[5].

CV. Adicitra Karya adalah sebuah perusahaan jasa kontruksi yang beralamat kantor di Blunyah Gede
206 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta serta gudang dan workshop di Tebon, Sidoluhur, Godean, Sleman dan
mempunyai diversifikasi usaha bengkel las "Prabu Besi" yang melayani kontruksi baja berat, kontruksi baja
ringan, billboard, tower air, railing, tangga putar, mezanin dll. Adicitra karya telah mengerjakan kontruksi di
pemerintah dan swasta meliputi pembangunan talud dan drainase, rumah tempat tinggal, sekolah, kampus,
penataan lahan dan landscape, jalan aspal, bangunan cagar budaya dll dengan pekerjaan seluruh kontruksi sipil
dan arsitektur. Saat ini perusaahaan menggunakan sistem upah harian yang dibayarkan 1 munggu sekali. Bonus
per proyek yang diberikan kepada satu tim dan dibagi secara besama.

Proyek dan lokasi konstruksi menjadi lebih kompleks dan dinamis dengan meningkatnya risiko
keselamatan yang mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan[6]. Dalam hal cedera di tempat kerja dan perilaku
tidak aman pekerja, konstruksi menyumbang sekitar 80-90% dari cedera [7]; meskipun demikian keselamatan
merupakan salah satu kriteria kinerja keberlanjutan untuk setiap proyek konstruksi[8]. Menurut[9], mengabaikan
keselamatan bisa mahal untuk keberlanjutan, sedangkan inisiatif terkait keselamatan mempromosikan
operasionalisasi keberlanjutan. Sayangnya, operasi konstruksi bangunan secara inheren berisiko dan berbahaya,
dengan pekerja konstruksi terus-menerus terpapar risiko berlebihan di tempat kerja. Beberapa operasi konstruksi
dianggap lebih berisiko daripada yang lain[10]. Tingginya tingkat kecelakaan di industri konstruksi terkait dengan
faktor-faktor khusus industri[11]. Ada juga kelompok pekerja konstruksi yang sifat pekerjaannya membuat
mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang kompleks daripada yang lain.

Bahaya keselamatan yang paling dikenal selama operasi konstruksi selalu bekerja di ketinggian, bekerja
di bawah tanah, bekerja di ruang terbatas dan dekat dengan material yang jatuh, menangani beban secara manual,
menangani zat berbahaya, kebisingan, debu, menggunakan pabrik dan peralatan, kebakaran, paparan kabel hidup,
tata graha yang buruk dan ergonomic. Hal ini telah membuat operasi konstruksi lebih rentan terhadap risiko dan
menciptakan suasana ketidakpastian yang tinggi. Diharapkan, tingginya tingkat risiko keselamatan dalam operasi
konstruksi datang dengan biaya besar untuk bisnis konstruksi dan mempengaruhi margin keuntungan
kontraktor[12]. Terlepas dari klien, kontraktor dan subkontraktor, masalah yang berkaitan dengan pembayaran
kepada operator konstruksi telah diidentifikasi sebagai kontributor risiko dalam proyek konstruksi. Sayangnya,
industri konstruksi umumnya menderita praktik pembayaran yang buruk [13].

Karakteristik berbahaya dari konstruksi membuatnya sulit untuk mempertahankan operasi kerja yang
aman selama fase konstruksi fasilitas. Karena sifat operasi konstruksi yang dinamis dan kompleks,
mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menerapkan rencana mitigasi risiko yang membahas semua
jenis bahaya tidak selalu layak. Bahaya dan risiko adalah dua istilah penting yang pasti digunakan ketika
menyiapkan rencana keselamatan untuk konstruksi atau operasi lainnya. Agar berhasil mengidentifikasi potensi
bahaya di tempat kerja dan menerapkan strategi mitigasi risiko yang mengatasi bahaya dan secara proaktif
melindungi pekerja konstruksi, transformasi bahaya menjadi risiko keselamatan harus dipahami. Misalnya,
perbedaan antara keseriusan kondisi berbahaya dan besarnya risiko keselamatan yang terkait dengan bahaya dapat
sangat berbeda. Namun, dalam banyak kasus, risiko bahaya dan keselamatan secara keliru digunakan secara
bergantian[14].

Risiko keselamatan yang terpapar dalam hal ini mungkin dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam
hal besarnya potensi dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja konstruksi. Besarnya risiko
keselamatan yang terpapar tergantung pada keseriusan bahaya / bahaya yang diidentifikasi di samping banyak
faktor lain termasuk permintaan tugas (misalnya, kompleksitas tugas), faktor organisasi (misalnya, program
insentif), faktor pribadi (misalnya, kelelahan pekerja), lingkungan kerja (misalnya, tekanan kerja), faktor eksternal
(misalnya, kondisi cuaca), dan sebagainya. Penting untuk tepat "jika kita berharap untuk mengelola risiko dan
mengurangi bahaya." [15]

Prevalensi risiko pembayaran telah dikaitkan dengan meningkatnya insiden sengketa terkait pembayaran
dan litigasi di industri konstruksi. Dalam proyek konstruksi bangunan, masalah yang berkaitan dengan
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pembayaran telah melampaui kontraktor ayat klien untuk pembayaran kepada koperasi. Prevalensi konflik, klaim,
dan perselisihan dalam industri konstruksi bergantung pada masalah terkait pembayaran. Masalah terkait
pembayaran juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi produktivitas
pekerja [16]. Demikian pula, kegiatan konstruksi tidak terlalu terganggu ketika sistem pembayaran yang
digunakan selaras dengan lingkungan proyek. Keterkaitan perilaku keselamatan pekerja konstruksi dengan jenis
sistem pembayaran dan kondisi kerja pekerja konstruksi[1].

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode analisis. Untuk mengikuti kerangka kerja
yang digariskan oleh Mills Haberman, seperti yang dijelaskan oleh[17], pendekatan ini berfokus pada eksplorasi
unsur-unsur pengetahuan baru yang tidak ada dalam teori-teori sebelumnya. Penelitian kualitatif melibatkan
pemeriksaan data non-matematis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 5 orang yang terdiri dari pimpinan CV
Adicitra Karya, staf HRD CV Adicitra Karya dan tiga orang karyawan. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
kesimpulan dan verifikasi data.[17]

Hasil Dan Pembahasan

Risiko Dalam Operasi Lokasi Konstruksi Bangunan

Operasi konstruksi disebut sebagai kegiatan apa pun yang berkontribusi pada pengiriman proyek
konstruksi. Operasi konstruksi meliputi konstruksi, perubahan, perbaikan, perluasan, pemasangan, pembongkaran
atau pembongkaran bangunan atau struktur, sistem, pekerjaan pembentukan, atau untuk membentuk, bagian dari
tanah[5]. Mereka juga mencakup operasi yang merupakan bagian integral dari, atau sedang mempersiapkan, atau
untuk memberikan operasi konstruksi lengkap lainnya termasuk pembersihan lokasi, pemindahan tanah,
penggalian, terowongan dan pengeboran, peletakan fondasi, pemasangan perancah, restorasi situs, lansekap dan
penyediaan jalan raya dan pekerjaan akses lainnya; pengangkutan untuk disewa bahan, mesin atau pabrik untuk
digunakan, baik digunakan atau tidak, dalam salah satu operasi konstruksi.

Operasi konstruksi bangunan dapat dilakukan di lokasi, area yang ditujukan untuk pengembangan
industri atau di lokasi dengan kegiatan yang ada atau bersejarah. Namun, beberapa operasi konstruksi ini
menimbulkan risiko cedera yang tinggi dan lebih banyak bahaya untuk dikelola daripada yang lain. Mereka juga
terkait dengan daftar bahaya keselamatan yang tak ada habisnya yang menimbulkan ancaman cedera dan penyakit
bagi pekerja. Penyebab kecelakaan di lokasi konstruksi juga terkait dengan operasi konstruksi ini. Misalnya,
pekerja sering terpapar bahaya ergonomis dan keselamatan dari penanganan manual, perkakas dan peralatan
listrik, kebisingan, ruang terbatas dan listrik, pekerjaan yang dilakukan dari ketinggian, penggalian, jam kerja
tidak teratur, dan paparan cuaca ekstrem[5].

[18] mengungkapkan bahwa persentase pekerja konstruksi yang lebih besar memiliki paparan langsung
dan tidak langsung terhadap bahaya dengan berbagai tingkat. Meskipun setiap kegiatan konstruksi melibatkan
beberapa risiko cedera, besarnya risiko sangat berbeda di seluruh pekerjaan atau operasi dan beberapa bahaya
unik untuk operasi tertentu, sehingga mengekspos pekerja konstruksi terhadap risiko kesehatan dan keselamatan
yang besar saat melakukan pekerjaan mereka[1]. Di antara operasi lokasi konstruksi umum yang dikaitkan dengan
tingginya tingkat risiko keselamatan termasuk pekerjaan penggalian, pekerjaan scaffo lding, operasi crane, operasi
pengangkatan, operasi forklift, tangga dan pekerjaan listrik[19]. Untuk mengidentifikasi pasangan bata sebagai
salah satu operasi konstruksi dengan tingkat kecelakaan tertinggi dengan hari kerja yang hilang karena kelelahan
yang melibatkan pengangkatan. Pekerja besi dan tukang atap adalah perdagangan bangunan dengan risiko
tertinggi[5]. Buruh adalah pekerja yang paling rentan diikuti oleh tukang batu, tukang kayu, dan operator pabrik
di lokasi konstruksi, sementara untuk mengidentifikasi empat kelompok pekerjaan dengan tingkat cedera tertinggi
di lokasi konstruksi sebagai buruh, tukang kayu, pekerja besi, dan operator mesin[1].

[20] mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja dalam pekerjaan pasangan bata, pertukangan,
pemasangan baja, dan pekerjaan atap terpapar risiko ergonomi yang sangat tinggi di lokasi konstruksi bangunan.
Demikian pula, kegiatan konstruksi di lokasi yang terkait dengan konstruksi modular dan konvensional seperti
transportasi unit, pengangkatan unit modul, pemasangan unit, atap, perancah, tangga, kendaraan, dan penyelesaian
juga diidentifikasi menyebabkan kecelakaan di lokasi konstruksi [21], [22] mengungkapkan bahwa sebagian besar
kegiatan konstruksi bangunan memiliki tingkat risiko sedang namun, pekerjaan atap, struktur baja dan pekerjaan
listrik memiliki tingkat risiko terbesar. Dalam hal frekuensi terjadinya risiko, pekerjaan atap dan struktur baja
adalah kegiatan bangunan dengan tingkat risiko sedang sedangkan pekerjaan listrik, struktur baja, pekerjaan atap
dan instalasi lift adalah kegiatan bangunan dengan tingkat risiko sedang dalam hal tingkat keparahan dampak
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risiko. Pasangan bata, pertukangan kayu (termasuk bekisting dan atap), dan pembengkokan besi dan pemasangan
baja adalah perdagangan bangunan umum yang terkait dengan risiko tinggi; Sedangkan fitting & instalasi listrik,
pengecatan, pengolahan, dan pipa ledeng adalah perdagangan bangunan berisiko menengah[19].

Sementara banyak definisi bahaya lainnya dapat diidentifikasi, menghubungkan bahaya dengan energi
tampaknya sangat relevan. Bahaya adalah sesuatu atau apa pun dengan sumber energi. Penelitian selanjutnya
mempersempit model pengenalan bahaya sumber energi untuk memasukkan hanya sumber energi yang berlaku
untuk konstruksi. Sepuluh sumber energi (gerak, mekanik, listrik, tekanan, suhu, kimia, biologi, radiasi, suara,
dan gravitasi) ditemukan relevan dan berlaku untuk operasi konstruksi yang melekat (misalnya, listrik, radiasi,
kebisingan, api, dll.) yang dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan pada orang, aset fisik, atau lingkungan jika
digunakan secara tidak benar atau dihabiskan secara tidak efisien[3]. Teori ini menghubungkan bahaya dengan
energi dan menunjukkan bahwa kuantitas energi serta laju pelepasan energi menentukan tingkat keparahan bahaya
atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya. Dalam upayanya untuk mengembangkan model pengenalan
bahaya, model "pengenalan bahaya sumber energi”, sebagai cara mengidentifikasi bahaya di tempat kerja
berdasarkan interaksi energi dengan orang, peralatan, dan material. Penelitian selanjutnya mempersempit model
pengenalan bahaya sumber energi untuk memasukkan hanya sumber energi yang berlaku untuk konstruksi.
Sepuluh sumber energi (gerak, mekanik, listrik, tekanan, suhu, kimia, biologi, radiasi, suara, dan gravitasi)
ditemukan relevan dan berlaku untuk operasi konstruksi[10].

Sebagian besar penjelasan risiko dinyatakan dalam kaitannya dengan istilah bahaya tanpa membuat
perbedaan yang memadai antara kedua istilah tersebut atau memberikan deskripsi proses transformasi yang
diambil bahaya sebelum muncul sebagai risiko keselamatan di tempat kerja. Bahkan beberapa kamus tidak
membuat perbedaan antara bahaya dan risiko. Misalnya, kamus Merriam-Webster mendefinisikan risiko sebagai
bahaya yang diciptakan atau disarankan oleh seseorang atau sesuatu.However, risk is not synonymous with hazard
although hazard is a major determinant of the magnitude of risk[19]. Sebelum memulai diskusi tentang arti risiko
yang tepat, harus diakui bahwa risiko dapat mengambil banyak bentuk (misalnya, keuangan dan non-keuangan),
tetapi diskusi dalam artikel ini hanya terbatas pada risiko keselamatan. Sebuah tinjauan literatur mengungkapkan
bahwa definisi risiko keselamatan yang paling disepakati bersama oleh komunitas riset dalam konstruksi
menggambarkan risiko keselamatan sebagai produk dari kemungkinan paparan bahaya dan tingkat keparahan
hasil yang diharapkan. Probabilitas paparan bahaya didefinisikan sebagai "kemungkinan bahaya direalisasikan
dan memulai insiden atau serangkaian insiden yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan"; sedangkan,
tingkat keparahan suatu hasil didefinisikan sebagai tingkat bahaya atau kerusakan akibat kontak dengan bahaya.

Berdasarkan definisi risiko tersebut di atas, jelas bahwa bahaya adalah salah satu penentu utama besarnya
risiko. Untuk itu harus diakui bahwa bahaya tingkat rendah dapat memperkenalkan risiko keselamatan yang
substansial (misalnya, sering terpapar tingkat risiko rendah), sedangkan tingkat bahaya yang tinggi dapat
dikurangi dan, dengan demikian, terkait dengan risiko keselamatan minimal (misalnya, penerapan tingkat kontrol
yang tinggi untuk menghilangkan paparan bahaya). Bahaya yang sama dapat menghasilkan tingkat risiko
keselamatan yang berbeda tergantung pada keadaan yang sedikit berbeda tingkat pengendalian risiko yang
diterapkan di tempat kerja, pekerjaan pekerja (misalnya, tukang atap versus tukang kayu), permintaan tugas
(misalnya, kompleksitas tugas), faktor organisasi (misalnya, program insentif), faktor terkait proyek eksternal dan
internal (misalnya, kondisi cuaca, tekanan kerja, frekuensi dan kualitas pelatihan, dll.), dan sebagainya. Misalnya,
risiko keselamatan yang terkait dengan penggunaan tangga secara signifikan bervariasi antara perdagangan
konstruksi yang berbeda. Sedangkan penggunaan tangga oleh roofer sering dianggap sebagai situasi risiko
keselamatan yang tinggi, risiko keselamatan menggunakan tangga yang sama oleh operator peralatan konstruksi
dianggap minimal[11]. Meskipun sumber bahaya (tangga dalam kasus ini) adalah sama dalam kedua situasi,
frekuensi paparan bahaya dan tingkat keparahan bahaya yang dihasilkan dari insiden terkait tangga potensial dapat
secara substansial berbeda dari satu pekerjaan, atau situasi, ke yang lain. Risiko keselamatan yang dihasilkan dari
keadaan gabungan yang disebutkan di atas (kondisi berbahaya, kompleksitas tugas, dll.) dan sebelum menerapkan
langkah-langkah pengendalian keselamatan untuk mengurangi risiko tersebut disebut sebagai risiko keselamatan
aktual.

Risiko keselamatan yang sebenarnya mewakili semua risiko yang mungkin dihadapi pekerja. Untuk
mengidentifikasi semua jenis risiko yang mungkin membosankan dan mungkin tidak mungkin dalam banyak
kasus. Oleh karena itu, prioritas biasanya diberikan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dirasakan.
Mengidentifikasi risiko yang dirasakan sering didekati berdasarkan penilaian orang dan evaluasi subyektif dari
bahaya yang menghasilkan risiko. Perlu dicatat bahwa setiap orang mungkin memiliki pandangan dan keyakinan
yang berbeda tentang bahaya dan, oleh karena itu, proses identifikasi risiko keselamatan mungkin tidak
mengungkap semua jenis risiko potensial dan dapat menjadi tidak konsisten. Namun, analisis situasi yang cermat
oleh profesional keselamatan yang berpengalaman dapat menghasilkan identifikasi persentase yang dapat diterima
dari risiko keselamatan [8]. Untuk mengendalikan risiko keselamatan merupakan langkah penting dalam proses
manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menganalisis dan
mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya (menentukan probabilitas paparan bahaya dan menilai tingkat
keparahan konsekuensi yang diantisipasi), menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko, dan akhirnya,
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memantau dan merevisi rencana untuk mempertahankan dan memastikan tingkat risiko yang dapat diterima[12].
Langkah penting dalam proses ini adalah penerapan langkah-langkah pengendalian risiko. Tindakan pengendalian
risiko adalah tindakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk membatasi frekuensi paparan bahaya atau
mengurangi keparahan konsekuensi yang dihasilkan dari suatu insiden, atau keduanya.

Hirarki kontrol sangat cocok untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Alasan di
balik hierarki kontrol adalah bahwa beberapa kontrol mengurangi risiko lebih efektif daripada yang lain. Langkah-
langkah keselamatan di puncak hierarki lebih efektif dan dapat diandalkan daripada yang ada di bagian bawah
hierarki dalam hal mencegah paparan bahaya di tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan bahaya di puncak
hierarki memerlukan lingkungan kerja kolaboratif antara entitas proyek yang berbeda yang kadang-kadang dapat
menantang untuk diterapkan karena fragmentasi industri konstruksi (pemilik, perancang, konstruktor umum,
kontraktor khusus, dll.). Fragmentasi ini diyakini disebabkan, sebagian, oleh metode pengiriman proyek
tradisional (misalnya, desain-tawar-bangun) yang diterapkan pada proyek. Hambatan potensial lain untuk
pelaksanaan langkah-langkah pencegahan bahaya dikaitkan dengan biaya implementasi yang relatif tinggi.
Namun, biaya tersebut sering diimbangi dengan manfaat jangka panjang yang direalisasikan selama siklus hidup
proyek. Tujuan utama dari sistem motivasi pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi
sehubungan dengan area kinerja yang berbeda (misalnya, keselamatan dan produktivitas). Dalam hal ini, program
insentif dapat diklasifikasikan menjadi insentif keselamatan / kualitas dan non-keselamatan / non-kualitas. Ada
kepercayaan umum bahwa program insentif non-keselamatan / non-kualitas dapat menyebabkan hasil yang
kontraproduktif dalam hal keamanan dan kualitas. Misalnya, memotivasi pekerja untuk menjadi lebih produktif
dapat menyebabkan tindakan pencegahan keselamatan diabaikan. Program insentif keselamatan / kualitas
biasanya dilaksanakan untuk meningkatkan perilaku pekerja dalam kaitannya dengan keselamatan kerja, kualitas
kerja, dan sebagainya[14]. Jenis insentif ini, jika diterapkan dengan tepat, dapat menjadi cara yang efektif untuk
meningkatkan kondisi keselamatan di tempat kerja di tempat kerja, mengurangi perilaku pengambilan risiko
dalam organisasi, dan mengurangi cacat kualitas dalam sistem produksi. Keamanan dan kualitas terbukti
berkorelasi positif dan erat .

Insentif sering digunakan dalam industri konstruksi untuk mempengaruhi perilaku manusia dan
meningkatkan kinerja pekerja sehubungan dengan keselamatan dan kualitas. Diskusi dalam artikel ini terbatas
pada konteks insentif keselamatan tetapi dapat diperluas ke insentif kualitas juga. Diyakini bahwa insentif
keselamatan dan kualitas adalah kongruen. Insentif keselamatan, suatu bentuk kontrol administratif, dapat menjadi
komponen yang efektif dari program manajemen keselamatan secara keseluruhan. Pentingnya keselamatan di
tempat Kkerja sering diremehkan bahkan di kalangan tenaga kerja dan, oleh karena itu, diyakini bahwa program
insentif keselamatan dapat membawa lebih banyak kesadaran akan keselamatan di tempat kerja dan
memprioritaskan pentingnya di antara hasil kinerja penting lainnya[15].

Untuk mengklasifikasikan insentif keselamatan menjadi tiga kategori utama: berbasis hasil, berbasis
perilaku, dan berbasis aktivitas. Insentif keselamatan berbasis hasil adalah program-program yang berfokus pada
hasil atau kinerja tugas atau operasi kerja. Tujuan insentif keselamatan berbasis hasil adalah untuk memenuhi
tujuan atau ambang batas mengenai hasil tertentu atau tingkat kinerja yang telah ditentukan dalam tugas atau
operasi kerja[23]. Perusahaan konstruksi yang menawarkan manfaat kepada semua karyawan jika mereka berhasil
bekerja 100 hari berturut-turut tanpa mengalami cedera adalah contoh khas dari insentif berbasis hasil. Insentif
keselamatan berbasis hasil mudah ditentukan dan diterapkan. Namun, kelemahan utama dari penerapan insentif
jenis ini ada. Insentif berbasis hasil dapat menyebabkan cedera yang tidak dilaporkan [2]. Sebagian karena tekanan
teman sebaya agar sesama pekerja menerima imbalan keselamatan.

Tidak melaporkan cedera dalam industri konstruksi adalah masalah serius dan tidak jarang terjadi[3].
Kerugian lain adalah didasarkan pada indikator kinerja keselamatan yang tertinggal. Hal ini berarti bahwa
memberi penghargaan kepada pekerja karena tidak mengalami cedera tidak dapat menjamin bahwa pekerja yang
diuntungkan bertindak dengan cara yang aman. Sebaliknya, insentif keselamatan berbasis perilaku dievaluasi
berdasarkan indikator utama kinerja keselamatan dan, oleh karena itu, diyakini efektif dalam meningkatkan
perilaku pekerja. Insentif keselamatan berbasis perilaku diterapkan untuk memberi penghargaan kepada para
pekerja yang menunjukkan perilaku dan tindakan aman tertentu. Namun, insentif berbasis perilaku sulit ditentukan
dan diterapkan.

Seperti disebutkan sebelumnya, insentif keselamatan memerlukan janji yang diberikan kepada pekerja
sebelum dimulainya tugas atau operasi kerja untuk menguraikan hasil atau perilaku yang diharapkan agar imbalan
dapat diperoleh, sehingga ada beberapa pedoman dan kriteria yang telah ditentukan untuk penilaian dan evaluasi.
Dalam aspek ini, menentukan tindakan dan perilaku yang diharapkan sebelumnya adalah tugas yang menantang.
Untuk mengamati dan menghargai semua perilaku aman bahkan lebih menantang. Tantangan-tantangan ini dapat
memperkenalkan inkonsistensi dalam proses penghargaan. Penghargaan yang tidak konsisten bermasalah dan
dapat menunjukkan kepada tenaga kerja bahwa program tersebut tidak dirancang secara adil yang pada akhirnya
dapat menyebabkan hilangnya minat pada program[4]. Program insentif dibangun berdasarkan minat pekerja
terhadap program tersebut, dan begitu minat tersebut berkurang, program insentif tersebut kedaluwarsa dan
menjadi tidak efektif. Mirip dengan insentif keselamatan berbasis perilaku, insentif keselamatan berbasis aktivitas
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dievaluasi berdasarkan indikator utama di mana partisipasi dalam kegiatan tertentu atau kegiatan yang diyakini
berkontribusi terhadap kinerja keselamatan positif dihargai.

Berpartisipasi dalam konferensi keselamatan atau kelas pelatihan keselamatan adalah contoh insentif
keselamatan berbasis aktivitas. Untuk menyerahkan sertifikasi atau bukti bahwa seorang karyawan berhasil
menyelesaikan pelatihan keselamatan, misalnya, sudah cukup untuk dihargai. Dalam situasi lain, seperti halnya
ketika seorang karyawan berpartisipasi dalam konferensi keselamatan, karyawan tersebut dapat diminta untuk
menyiapkan presentasi kepada sesama karyawan lainnya tentang pelajaran yang dipetik dari berpartisipasi dalam
konferensi atau untuk melakukan sesi pelatihan keselamatan di tempat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh
dari berpartisipasi dalam konferensi. Presentasi atau sesi pelatihan semacam itu tidak hanya memberikan bukti
bahwa karyawan memperoleh pengetahuan yang diperlukan yang diharapkan dari partisipasinya, tetapi juga
memfasilitasi proses penyebaran pengetahuan keselamatan ke tempat kerja. Terlepas dari jenis insentif
keselamatan yang diputuskan oleh perusahaan konstruksi untuk diterapkan, pertimbangan yang cermat harus
diberikan pada jenis penghargaan (besarnya dan tingkat kepentingannya bagi tenaga kerja) dan periode waktu di
mana manfaat diberikan. Perlu juga disebutkan bahwa beberapa jenis penghargaan dapat menyebabkan, dalam
beberapa keadaan, pengambilan risiko lebih banyak yang mungkin tidak dapat ditoleransi, menurut teori
homeostasis risiko. Program insentif yang melibatkan imbalan yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk dicapai
tidak efektif[10].

Metode Pembayaran Upah Untuk Perusahaan Konstruksi

International Labour Organization (ILO) menggambarkan upah sebagai "pembayaran yang dilakukan
oleh majikan kepada buruh untuk jasanya yang disewa dengan syarat upah per jam, per hari, per minggu, per dua
minggu atau bulan". ILO mendorong negara-negara anggotanya untuk menerapkan peraturan upah minimum
untuk menghilangkan upah yang terlalu rendah, mengurangi ketidaksetaraan upah dan mempromosikan pekerjaan
yang layak. ILO mendefinisikan upah minimum sebagai "jumlah minimum remunerasi yang harus dibayar oleh
pemberi kerja untuk penerima upah atas pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu, yang tidak dapat
dikurangi dengan kesepakatan bersama atau kontrak individu®. Peraturan upah minimum berubah dari satu negara
ke negara lain tergantung pada kebutuhan dan pilihan. Sementara beberapa negara menerapkan tingkat upah
minimum yang sama untuk semua karyawan, beberapa memberlakukan standar yang berbeda sesuai dengan usia
atau pekerjaan karyawan atau menurut sektor atau wilayah geografis pekerjaan[24].

Sistem gaji yang tepat untuk operator konstruksi untuk pekerjaan yang dilakukan di lokasi sangat penting
untuk aliran proses konstruksi yang tidak terputus dan produktivitas yang optimal. Namun, ketika ini tidak terjadi
seperti yang biasanya diamati di industri konstruksi Nigeria, itu mempengaruhi keberhasilan proyek secara
keseluruhan dan, dalam banyak kasus, menyebabkan perselisihan pembayaran [16]. Sengketa pembayaran ini
merupakan indikasi adanya masalah pembayaran yang dialami dalam industri konstruksi. Secara umum, ada
berbagai metode pembayaran upah untuk operator lokasi konstruksi. Pada dasarnya, dalam industri konstruksi,
pembayaran upah dilakukan untuk pekerjaan yang dilakukan baik diukur dengan waktu bekerja (yaitu, sesuai
dengan periode waktu pekerja dipekerjakan (pembayaran waktu)), atau dengan output pekerja (pembayaran
satuan)[11].

Berbagai metode pembayaran yang digunakan di lokasi konstruksi sebagai faktor yang mempengaruhi
produktivitas tenaga kerja di industri konstruksi. Mereka mengidentifikasi pembayaran satuan dan pembayaran
waktu sebagai dua sistem pembayaran utama yang digunakan [16]. Sistem pembayaran lainnya dapat mencakup
rencana premi atau skema bagi hasil yang digunakan selain dua metode dasar sebagai upah insentif atau
pembayaran bonus untuk peningkatan produktivitas; target biaya dan jaminan harga maksimum. Hubungan antara
jenis pembayaran dan paparan berbagai faktor berbahaya sebagai studi heuristik. Dalam penelitian ini meneliti
hubungan antara tiga jenis pembayaran seperti gaji tetap dasar dan upah, upah satuan, dan pembayaran tambahan
untuk kondisi kerja yang buruk dan berbahaya dan paparan faktor-faktor berbahaya seperti getaran, kebisingan,
suhu, kontak kimia, dan bekerja pada kecepatan yang sangat tinggi.

Dalam pembayaran waktu, jumlah yang pasti dibayarkan untuk jangka waktu tertentu, yaitu, pembayaran
dibayarkan dengan tarif tetap per jam, hari, minggu, bulan; atau periode lain, dan setiap pekerja konstruksi dalam
kategori tertentu menerima pembayaran yang sama terlepas dari perbedaan output. Di bawah sistem pembayaran
tarif waktu, pekerja konstruksi dibayar untuk jumlah waktu yang dihabiskan di pekerjaan lokasi. Hal ini adalah
sistem tertua dan paling umum, dan pembayaran didasarkan pada periode waktu tertentu selama bekerja [16].
Periode waktu mungkin satu jam, sehari, seminggu, dua minggu atau sebulan tingkat pembayaran akan tergantung
pada periode waktu. Dalam pembayaran satuan, pembayaran tergantung pada output, setiap pekerja konstruksi
dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan olehnya, dan terlepas dari waktu yang dia ambil. Tarif
satuan tidak cocok untuk semua jenis pekerjaan konstruksi, dan juga sistem dapat disalahgunakan jika diterapkan
dengan curang. Pendapatan biasanya lebih tinggi untuk pekerja konstruksi pada tingkat satuan daripada mereka
yang pada pekerjaan serupa dibayar berdasarkan waktu, dan bahaya kecepatan yang berlebihan tidak besar karena
pekerja tidak dihukum jika mereka gagal mencapai standar atau target yang diberikan. Banyak pekerja individu,
terutama mereka yang dapat mencapai output tinggi, menyukai tarif satuan atau pembayaran bonus yang jika
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cukup tetap, memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Di mana kondisinya cocok, pengusaha
juga lebih memilih tarif satuan karena bujukan mereka untuk berkonsentrasi dan melakukan lebih banyak
pekerjaan[8].

Di sisi lain, pekerja konstruksi biasanya lebih suka tarif waktu, tetapi merupakan pihak dalam banyak
perjanjian bersama termasuk tarif satuan di mana ini cocok untuk jenis pekerjaan yang dilakukan. Penanganan
bahan dan alat yang boros diminimalkan. Namun, biaya per unit produksi tidak pasti karena kuantitasnya berbeda
dari waktu ke waktu di bawah sistem waktu. Juga sangat sulit untuk mengukur efisiensi pekerja konstruksi karena
semua pekerja dengan status yang sama dibayar pada tingkat yang sama. Hanya upah satuan dan pembayaran
tambahan untuk lembur, pekerjaan liburan, kondisi kerja yang buruk dan berbahaya, dll yang terkait dengan
kesehatan dan keselamatan kerja di antara sistem pembayaran. Versi modifikasi dari kedua target biaya dan
jaminan harga maksimum dapat secara sederhana disebut sebagai upah lump sum yang dinegosiasikan, di mana
upah lump sum yang harus dibayarkan kepada pedagang atau buruh dinegosiasikan untuk volume pekerjaan
tertentu. Pembayaran tambahan untuk kondisi kerja yang buruk dan berbahaya dan paparan faktor-faktor
berbahaya adalah bentuk sistem pembayaran upah bonus yang digunakan untuk mengkompensasi risiko tambahan
yang terlibat dalam operasi konstruksi tertentu[12].

Metode Pembayaran Upah dan Keselamatan di Lokasi Konstruksi

Beberapa jenis skema pembayaran upah memperburuk terjadinya kecelakaan di beberapa industri
termasuk konstruksi, selain memiliki efek negatif pada kesehatan dan keselamatan pekerja[14]. Uang adalah
pendorong yang sangat kuat dari kondisi kesehatan dan keselamatan dalam konstruksi[15]. Oleh karena itu,
pengaruh metode pembayaran variabel terhadap alokasi risiko. Studi ini mengungkapkan bahwa pengaturan
parameter spesifik untuk metode pembayaran tertentu sangat sulit, karena banyak faktor seperti preferensi risiko
kedua belah pihak. Premi kompensasi pekerja yang berfungsi sebagai insentif dalam industri konstruksi tinggi,
terutama untuk operasi dan perdagangan tingkat risiko tinggi seperti pemasangan baja struktural, pertukangan,
dan pasangan bata.

Ada peningkatan cedera di tempat kerja di bawah tingkat satuan dan bahwa tingkat satuan dikaitkan
dengan peningkatan 5 poin persentase dalam kemungkinan pekerja menderita cedera. Sistem piece rate berdampak
negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Demikian pula, upah berbasis kinerja kelompok dikaitkan
dengan tingkat aktivitas fisik dan tekanan waktu yang lebih tinggi, sementara tidak ada hubungan seperti itu yang
ditemukan untuk rasa sakit dan kelelahan. Meskipun beberapa penelitian telah melihat risiko dan sistem
pembayaran dalam industri konstruksi, ada sedikit atau tidak ada penelitian tentang bagaimana pembayaran upah
untuk operator lokasi konstruksi, pedagang atau buruh yang bekerja dalam operasi konstruksi berisiko tinggi
dilakukan[23].

Sistem pembayaran yang berbeda yang dibuat untuk operator dalam perdagangan dan operasi bangunan
yang berbeda oleh kontraktor, sementara beberapa yang lain mempelajari efek kesehatan dan keselamatan dari
sistem pembayaran di industri konstruksi. Sebagian besar penelitian yang terkait dengan bidang ini berfokus pada
metode pembayaran generik untuk kontrak konstruksi (yaitu, pembayaran kontraktor)[4], manajemen risiko
konstruksi[3], pemodelan arus kas kontraktor, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem pembayaran,
dan manajemen risiko pembayaran[16]. Namun demikian, ini bukan fokus dari penelitian saat ini. Selain itu, ada
penelitian terbatas tentang prioritas tingkat risiko operasi / perdagangan konstruksi bangunan. Oleh karena itu,
penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada dengan tidak hanya mengidentifikasi dan
memprioritaskan tingkat risiko operasi / perdagangan konstruksi bangunan yang berbeda, tetapi juga secara
empiris menentukan sistem pembayaran upah untuk setiap operasi / perdagangan dan bagaimana mereka
berinteraksi satu sama lain.

Sebagai negara berkembang seperti Indonesia, Nigeria mempunyai kesamaan metode pembayaran untuk
karyawan bidang konstruksi. Metode pembayaran yang tepat untuk operator konstruksi untuk pekerjaan yang
dilakukan di lokasi sangat penting untuk aliran proses konstruksi yang tidak terputus dan produktivitas yang
optimal . Namun, ketika ini tidak terjadi seperti yang biasanya diamati di industri konstruksi Nigeria, itu
mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan dan, dalam banyak kasus, menyebabkan perselisihan
pembayaran [16]. Sengketa pembayaran ini merupakan indikasi adanya masalah pembayaran yang dialami dalam
industri konstruksi. Secara umum, ada berbagai metode pembayaran upah untuk operator lokasi konstruksi. Pada
dasarnya, dalam industri konstruksi, pembayaran upah dilakukan untuk pekerjaan yang dilakukan baik diukur
dengan waktu bekerja (yaitu, sesuai dengan periode waktu pekerja dipekerjakan (pembayaran waktu)), atau
dengan output pekerja (pembayaran satuan) [19]. [16] meninjau berbagai metode pembayaran yang digunakan di
lokasi konstruksi Nigeria sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di industri konstruksi.
Mereka mengidentifikasi pembayaran satuan dan pembayaran waktu sebagai dua sistem pembayaran utama yang
digunakan di Nigeria. Sistem pembayaran lainnya dapat mencakup rencana premi atau skema bagi hasil yang
digunakan selain dua metode dasar sebagai upah insentif atau pembayaran bonus untuk peningkatan produktivitas;
target biaya dan jaminan harga maksimum.
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Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Selandia Baru telah
memberlakukan undang-undang khusus pembayaran dan mencari solusi legislatif lainnya untuk default
pembayaran dalam proyek konstruksi. Di Selandia Baru, Undang-Undang Kontrak Konstruksi (CCA) adalah
undang-undang khusus pembayaran, yang merupakan langkah besar yang diambil untuk mengurangi default
pembayaran dalam industri konstruksinya. CCA ingin memperbaiki situasi arus kas konstruktor. frekuensi
keterlambatan pembayaran berkurang dengan diundangkannya Undang-Undang Keamanan Pembayaran Industri
Bangunan dan Konstruksi (SOP) 1999 di New South Wales, Australia. Meskipun undang-undang khusus
pembayaran disebut sebagai Security of Payment Act di banyak negara, tidak memberikan keamanan atas
pembayaran, mereka hanya mengurangi penundaan pembayaran. Undang-undang tersebut gagal memberikan
perlindungan terhadap kerugian pembayaran yang biasanya dialami oleh pihak konstruksi tingkat bawah[25].

Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pada CV Adicitra Karya dengan Risiko Keselamatan

Ada berbagai tingkat risiko keselamatan yang terkait dengan operasi bangunan yang berbeda tergantung
pada sifat dan kegiatan yang terlibat dalam operasi. Demikian pula, frekuensi kejadian risiko keselamatan dan
tingkat keparahan dampak risiko tersebut terkait dengan operasi tertentu berbeda. Diharapkan, sifat kegiatan dan
mode operasi yang terlibat dalam operasi bangunan yang berbeda bertanggung jawab atas risiko keselamatan yang
terlibat dalam operasi[5]. Tingkat risiko cedera dan besarnya risiko berbeda di berbagai operasi dan unik untuk
operasi tertentu. Secara khusus, 12 operasi diklasifikasikan sebagai tingkat risiko tinggi sedangkan hanya 7 yang
diklasifikasikan sebagai tingkat risiko menengah. Lima operasi paling berisiko adalah pekerjaan atap, pekerjaan
baja struktural, pembongkaran, operasi mesin dan penggalian[10]. Hasil ini sejalan dengan yang mengidentifikasi
pekerjaan penggalian, pekerjaan perancah, operasi mesin dan pekerjaan listrik sebagai risiko keselamatan tinggi
operasi lokasi konstruksi umum[11]. Hasilnya juga sesuai dengan[22] yang menemukan bahwa pekerjaan atap,
struktur baja dan pekerjaan listrik memiliki tingkat risiko terbesar tetapi tidak setuju karena sebagian besar
kegiatan konstruksi bangunan memiliki tingkat risiko sedang. Hasilnya sama-sama mendukung yang menemukan
bahwa pekerjaan atap, pertukangan, pasangan bata dan pemasangan baja adalah operasi konstruksi bangunan
berisiko ergonomis tinggi. Oleh karena itu, hasil ini menyiratkan bahwa langkah-langkah harus diambil untuk
mengendalikan dan mengurangi tingkat risiko dalam operasi yang terkait dengan risiko tinggi karena tingkat risiko
mereka tidak dapat diterima[8].

Di sisi lain, operasi-operasi yang terkait dengan tingkat risiko menengah dapat ditoleransi tetapi evaluasi
yang cermat terhadap bahaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat risiko dikurangi serendah
mungkin dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak satu pun dari operasi konstruksi ini memiliki tingkat risiko
rendah. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada kebutuhan untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan
saat melaksanakan operasi bangunan untuk mengurangi risiko kecelakaan konstruksi di lokasi. Metode
pembayaran upah yang digunakan untuk pembayaran untuk operasi konstruksi yang berbeda di lokasi tidak secara
signifikan tergantung pada tingkat risiko yang terlibat dalam setiap operasi / perdagangan. Hal ini menyiratkan
bahwa tingkat risiko dalam operasi konstruksi tertentu tidak memprediksi mode sistem pembayaran upah yang
akan digunakan dalam menyelesaikan upah koperasi.

Meskipun tingkat risiko berpengaruh positif terhadap moda sistem pembayaran yang digunakan, namun
pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan oleh kontraktor atau
subkontraktor untuk suatu operasi tertentu tergantung pada banyaknya faktor. Hal ini bisa sebagai akibat dari sifat
pekerjaan konstruksi, tingkat pekerjaan yang terlibat atau berdasarkan kebijaksanaan kontraktor sebagaimana
dibuktikan oleh hasil wawancara. Banyaknya faktor yang mempengaruhi keselamatan proyek konstruksi.
Selanjutnya, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sistem pembayaran upah sangat berbeda dari tingkat upah
pedagang dan buruh. Para responden setuju bahwa tingkat upah ditentukan oleh tingkat risiko yang melekat dalam
operasi situs tetapi tidak menentukan metode pembayaran sesuai apakah akan terlibat dalam upah satuan, tingkat
waktu atau upah yang dinegosiasikan, dll. Pengajuan yang menyatakan bahwa pengaturan parameter spesifik
untuk metode pembayaran tertentu sangat sulit, karena banyak faktor yang terkait dengan preferensi risiko dalam
proyek konstruksi dan sebagian tidak setuju.

Industri konstruksi menghadapi tantangan yang dinamis, seperti harga material yang berfluktuasi,
perubahan peraturan, dan tingkat persaingan yang tinggi. Dinamika ini menuntut adaptasi dan inovasi yang
konstan agar tetap relevan dan efisien. Perusahaan konstruksi harus mampu menavigasi ketidakpastian sumber
daya dan mengatasi hambatan logistik yang dapat mempengaruhi jadwal proyek. Kompleksitas perusahaan
konstruksi sering mengikuti pertumbuhan industri konstruksi. Perusahaan-perusahaan ini berkembang menjadi
entitas yang melibatkan berbagai aspek, termasuk manajemen proyek, pengadaan, dan administrasi. Oleh karena
itu, manajemen operasional dan administrasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan[26]. Sistem
penggajian karyawan dari perusahaan konstruksi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pekerja
diberi imbalan yang memadai atas kontribusi mereka. Proses ini melibatkan penghitungan gaji, tunjangan, dan
insentif berdasarkan kinerja dan kontrak kerja. Manajemen penggajian yang baik sangat penting untuk menjaga
kepuasan dan retensi karyawan. Pentingnya penggajian yang efektif tidak hanya terbatas pada aspek keuangan
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tetapi juga berdampak pada motivasi dan kinerja karyawan. Upah yang adil dan tepat waktu menciptakan
lingkungan kerja yang stabil, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan loyalitas karyawan .

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1, perusahaan harus menanggung
tunjangan/biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pekerja di luar upah pokoknya. Namun seperti telah di
sampaikan di awal, informasi mengenai struktur upah pekerja konstruksi di Indonesia saat ini masih hanya berupa
gaji bulanan (untuk pekerja tetap) dan upah harian (untuk pekerja lepas). Negara-negara maju seperti di Amerika
dan Eropa telah berhasil mengidentifikasi struktur upah pekerja konstruksinya. Komponen beban biaya pekerja
konstruksi di Amerika terdiri dari Federal Insurance Contributions Act (FICA), Federal Unemployment Tax Act
(FUTA), General Liability Insuranse (GLI), holidays, medical/health insurance, State Unemployment Tax Act
(SUTA), sick days, vacations, well days, dan Worker's Compensation Insurance (WCI). Jika semua komponen
tersebut diakumulasikan, maka tingkat beban biaya pekerja pada umumnya berkisar antara 12-15% untuk pekerja
tetap (permanent staff) dan 20-35% untuk pekerja lepas (free-labor). Sedangkan di Kanada, beban biaya pekerja
pada umumnya berkisar antara 10-20% untuk pekerja tetap dan lepas, yang terdiri dari (tapi tidak terbatas pada)
additional health coverage that is not included in the provincial plan (such as medical, prescription, vision and
dental plans), Group Disability (STD/LTD), Employee Assistance Plans (EAP), Group Term Life & Accidental
Death & Dismemberment, health and dependent care, retirement benefit plans (in addition to Canada Pension
Plan (CPP)), long term care insurance plans, legal assistance plans, transportation benefits, serta possibly other
miscellaneous employee discounts: wellness programs, discounted shopping, hotels and resorts.Besarnya beban
biaya pekerja tentunya berbeda antara satu dengan yang lain[27].

Kompleksitas penggajian karyawan di perusahaan konstruksi mencakup berbagai komponen, termasuk
gaji pokok, tunjangan khusus, dan bonus kinerja. Prosesnya semakin rumit dengan mengubah undang-undang
pajak dan perburuhan, yang memerlukan manajemen yang cermat untuk menghindari ketidakakuratan dan
komplikasi hukum. Manajemen gaji karyawan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan penggajian,
perhitungan gaji yang rumit, dan penyesuaian peraturan baru. Tantangan-tantangan ini membutuhkan sistem yang
responsif dan efisien untuk mengatasi masalah administratif dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan
hukum. Sistem penggajian karyawan konvensional sering membutuhkan bantuan dengan masalah seperti
keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penggajian. Kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan
pajak dan hukum dan mengelola pembayaran tambahan seperti bonus dan insentif juga dapat menyebabkan
inefisiensi. Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam proses penggajian adalah masalah signifikan yang dapat
mempengaruhi stabilitas keuangan karyawan.

Penundaan dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi motivasi, sementara ketidakakuratan
dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi konflik [28]. Pentingnya mengembangkan sistem penggajian yang
responsif tercermin dalam kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis. Sistem
yang responsif dapat memberikan kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dinamika industri
dan menjaga kepuasan karyawan. Faktor kompetitif dalam industri konstruksi memberi tekanan pada perusahaan
untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang produktif menghasilkan pekerjaan secara efisien
dan berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan. Keterampilan, motivasi, dan lingkungan Kkerja yang
kondusif merupakan faktor penting dalam mencapai produktivitas tinggi dan menciptakan keunggulan kompetitif
yang solid di pasar[29].

Kekhawatiran diungkapkan oleh informan yang percaya bahwa pihak-pihak yang berkontrak sering salah
menafsirkan kondisi kontrak karena pemahaman yang terbatas tentang kondisi dan kegagalan untuk meminta
klarifikasi tentang peran dan kewajiban mereka pada kontrak. Seorang informan memastikan bahwa keterlibatan
pihak ketiga (seperti badan keuangan) dalam proses pembayaran telah menyebabkan banyak penundaan
pembayaran untuk proyek konstruksi dan mengutip contoh di mana bank menolak untuk membayar kontraktor
bahkan setelah sertifikasi pekerjaan dilakukan. Masalah lain yang mendapat banyak penyebutan terutama dengan
pembayaran proyek pemerintahan adalah masalah korupsi. Para informan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan
persetujuan pembayaran untuk sebagian besar proyek sektor publik, kontraktor harus “sangat terhubung" dengan
pejabat tinggi pemerintah atau berafiliasi dengan salah satu dari mereka. Situasi ini memburuk ketika masa jabatan
administrasi berlalu dan pemerintahan baru mengambil alih. Seringkali, ketika pembayaran akhirnya dicairkan,
pejabat pemerintah mengambil potongan uang yang lebih besar sehingga kontraktor mengalami kerugian dan
akhirnya proyek akhirnya ditinggalkan atau dalam perselisihan. Juga ditemukan bahwa alokasi anggaran dan
kebijakan berkontribusi terhadap tantangan sistem pembayaran yang ada terutama selama perencanaan dan alokasi
untuk proyek konstruksi. Seorang informan dengan tegas menyatakan bahwa bahkan setelah anggaran dirilis,
mereka telah dipangkas ke jumlah yang tidak terbayangkan selama pemberian dan pencairan proyek; Belum lagi
bahwa tidak ada profesional konstruksi yang diajak berkonsultasi selama perencanaan dan alokasi anggaran.

Proyek konstruksi mengandalkan sistem pembayaran yang efisien untuk kinerja dan kelangsungan hidup
yang lebih baik. Sebuah proyek konstruksi dapat berhasil atau gagal tergantung pada efisiensi sistem pembayaran
yang digunakan dalam kontrak[25]. Sistem pembayaran yang ada bergantung pada sertifikasi pekerjaan yang
dilakukan oleh kontraktor untuk pembayaran interim (progress). Proses pembayaran sementara membutuhkan:
penilaian fisik pekerjaan di lokasi, evaluasi bahan di lokasi dan di luar lokasi, tinjauan menyeluruh terhadap
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aplikasi pembayaran kontraktor, penilaian semua variasi dan klaim. Kegiatan ini memakan waktu, membutuhkan
upaya manusia yang intensif dan berkontribusi lebih dari 40% penyebab keterlambatan pembayaran proyek
konstruksi [30]. Sifat rumit dari sistem pembayaran yang ada bertanggung jawab atas ketidakefisienannya. Peserta
proyek dibebani dengan kewajiban, tugas, dan peran kontraktual yang terkadang sulit dipenuhi karena
kompleksitas sistem [31]. Demikian pula, keterlibatan manusia dalam administrasi pembayaran untuk proyek
konstruksi sama-sama disebabkan oleh kegagalan sistem karena ada kecenderungan peserta proyek untuk salah
menafsirkan kondisi kontrak berdasarkan pemahaman mereka tentang kondisi yang mungkin dibatasi atau
dikompromikan.

Selain itu, literatur yang ada mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang bertanggung jawab atas
keterlambatan pembayaran proyek konstruksi sebagian besar adalah masalah terkait proses seperti yang terlihat
dalam: keterlambatan persetujuan dan sertifikasi pekerjaan yang dilakukan, keterlambatan kontraktor dalam
pengajuan klaim dan faktur, kesalahan dalam pengajuan klaim dan penilaian, perselisihan atas klaim dan dokumen
pendukung yang tidak memadai, kesalahan administrasi, pengawasan dan kontrol keuangan yang tidak tepat dan
kurang bayar jumlah yang disertifikasi [32]. Akibatnya, sistem pembayaran yang ada ditantang dengan kinerja
proyek yang buruk, pengabaian dan ketidakpercayaan proyek, putusnya hubungan bisnis sebelum waktunya,
perselisihan yang sering terjadi dan kegagalan bisnis. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengeksplorasi sistem
pembayaran alternatif untuk pembayaran proyek konstruksi yang efisien.

Sejumlah langkah direkomendasikan untuk mengatasi tantangan pembayaran yang ada antara lain
mengadopsi kondisi kontrak yang jelas dan negosiasi persyaratan pembayaran dengan pengusaha pada awal
proyek, ketentuan untuk penyelesaian sengketa yang cepat, memasukkan mekanisme komunikasi yang efisien
antara para pihak dalam kontrak, pelaksanaan pembayaran industri konstruksi dan Undang-Undang ajudikasi,
Implementasi manajemen keuangan untuk meningkatkan arus kas pemberi kerja, hak kontraktor untuk
menangguhkan pekerjaan ketika pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan tertunda atau tidak dicairkan,
penyampaian faktur yang tepat waktu dan akurat dengan dokumentasi catatan pembayaran yang lengkap,
mengenakan denda bunga atas keterlambatan pembayar dan mengadopsi sistem pembayaran inovatif baru [13].

Simpulan

Di Indonesia, sistem pengupahan dalam sektor konstruksi mencakup berbagai metode, seperti upah
berbasis waktu, yang menghargai lamanya waktu kerja. Industri ini dihadapkan pada risiko keselamatan yang
signifikan, termasuk bahaya dari bekerja di ketinggian, paparan material berbahaya, dan penggunaan peralatan
berat, mempersulit pemeliharaan keamanan. Pentingnya membedakan antara bahaya dan risiko serta
mengidentifikasi dan merencanakan mitigasi risiko yang efektif ditekankan, terutama mengingat sifat dinamis dan
kompleks dari operasi konstruksi. Berbagai sumber energi, termasuk listrik dan radiasi, diidentifikasi sebagai
potensi bahaya. Insentif keselamatan diperkenalkan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku
keselamatan di tempat kerja. Sistem pembayaran dalam industri ini, yang mencakup pembayaran tetap
berdasarkan waktu atau pembayaran berdasarkan satuan pekerjaan, tidak secara langsung dipengaruhi oleh tingkat
risiko, menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan dan pemberian upah di sektor konstruksi.
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